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Pertengahan tahun 1997, di Indonesiaterjadi krisis moneter di mana salah satu sektor yang paling parah
terkenaimbasnya adalah sektor perbankan. Untuk mengatasi krisis tersebut, salah satu kebijakan yang
diambil oleh Pemerintah adalah mencabut izin usaha 16 bank swasta, yang selanjutnya disebut dengan Bank
Dalam Likuidasi (BDL), kemudian ditindaklanjuti dengan upaya penyaluran Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia (BLBI). Prosedur yang ditempuh setelah pencabutan izin usaha bank adalah likuidasi bank.
Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi dengan masa kerja selama 5 tahun dan dapat
diperpanjang 180 hari.

Dikarenakan berbaga kendala, hingga berakhirnya masa kerjadari Tim Likuidasi, masih terdapat aset BDL
yang belum dicairkan dan kewajiban kepada Pemerintah yang belum dilunasi. Dalam rangka meminimalkan
kerugian negara, pemerintah dalam kedudukannya sebagai kreditur mayoritas mengambil alternatif
penyelesaian likuidasi dengan menerima penyerahan sisa aset BDL dari pihak Tim Likuidasi. Sebagai tindak
lanjut dari serah terima sisa aset BDL, mengingat hampir keseluruhan BDL nilai asetnyajauh lebih kecil
dibandingkan kewajiban BLBI-nya, Pemerintah seyogyanya menempuh upaya-upaya lain yang efektif dan
efisien guna memaksimalkan pengembalian BLBI yang telah dikeluarkan.

Salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah dengan meminta pertanggungjawaban dari organ BDL,
khususnya pemegang saham BDL, yang sesual doktrin piercing the corporate veil, pemegang saham, direksi
dan komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi (perdata) maupun pidana, dalam hal
terbukti turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab
kegagalan bank untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dalam hal ini terdapat dua jalur yang bisa ditempuh
oleh Pemerintah, yaitu jalur perdata dan pidana. Selain permasalahan tersebut di atas, dalam penulisan tesis
ini juga meneliti mengenai apakah dengan telah terbentuknya L embaga Penjamin Simpanan (LPS), telah
menjamin permasalahan yang terjadi pada BDL tidak akan terulang lagi.

<hr><i>In mid 1997 Indonesiawas hit by a monetary crisis where one of the sectors worst affected was the
banking sector. To overcome this crisis, one of the policies that was done by the government was to revoke
the business license of 16 private banks, which is known as Bank Dalam Likuidasi (BDL) or Liquidated
Banks, which was followed by the Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) or Liquidity Aim of Bank
Indonesia policy. The procedure after revoking the business license is bank liquidation. Bank Liquidation is
carried out by Liquidators with aworking period of 5 years which can be extended for 180 days. Because of
various constraints, hitherto the end of the Liquidators working period, there remains BDL assets that have
not been able to be liquidated and liabilities to the government that have not been settled.

In order to minimize state losses, the government acting as the major creditor took alternative liquidation
settlement by receiving the rest of the remaining BDL assets from the Liquidators. To follow up the transfer
of BDL?sremaining assets, considering ailmost all BDL ?s asset value is by far smaller than it?s BLBI
liability, the Government should use other efforts that are efficient and effective to obtain maximal returns
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from BLBI that has been given.

One effort that can be undertaken is to ask for the responsibility from BDL organs, especially from owners
of BDL, which isin accordance with "piercing the corporate veil" doctrin, owners, directors, and
commissioners can be held personally (privately) and publicly responsible, if proven to be personally
involved in causing financial difficulty that was faced by their banks or is the culprits of the banks to be
default. In this case there are two alternatives that can be taken by the Government, that is privately and
publicly. Moreover, this thesis examines whether if through Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) or
Indonesia Deposit Insurance Corporation, has been able to guarantee that the problems caused like the BDL
case will not occur in the future.</i>



